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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DI 

KELURAHAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME BANDAR 

LAMPUNG 

Oleh 

DWI WULAN SARI 

Kartu Indonesia Sehat merupakan sebuah program kesehatan dari 

Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis 

kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun yang terjadi di lapangan 

khususnya di Kelurahan Korpri Jaya terdapat keluhan dari masyarakat karena 

kartu KIS banyak didapat oleh masyarakat yang ekonominya menengah keatas, 

begitu juga dengan aparatur Kelurahan yang mengeluh karena selalu mendapat 

komentar negative dari masyarakat mengenai pendataan penerima KIS. Dalam 

skripsi ini penulis merumuskan masalah 1) Bagaimana proses penyusunan dan 

pengorganisasian rencana program KIS oleh Pemerintah di UPT Puskesmas 

Rawat Inap Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya? 2) Bagaimana 

pelaksanaan program KIS di UPT Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame 

Kelurahan Korpri Jaya.  Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu peneitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di UPT Puskesmas Rawat Inap 

Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya. Pada penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). 

Pada penelitian ini terdapat 2 informan dan 12 responden dengan metode 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Metode analisa data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  Dari hasil penelitian ini 1) Penyusunan program KIS oleh 

Pemerintah sudah berjalan secara struktural baik dari penetapan program KIS 

sebagai pemecah permasalahan, tempat pelaksanaan, sumber anggaran, sasaran 

dari program KIS dan penetapan lembaga-lembaga yang diikutsertakan dalam 

pelaksanaan program KIS. 2) Pelaksanaan program KIS di UPT Puskesmas Rawat 

Inap Permata Sukarame baik dari fasilitas yang sudah memadai dan pelayanan 

yang adil dimana tidak ada diskriminasi dalam pelayanan yang diberikan, namun 

mengenai anggaran tidak efisien dan sistem rujukan yang tidak efektif. Kemudian 

pelaksanaan program KIS di Kelurahan Korpri Jaya yaitu pendistribusiannya tidak 

tepat sasaran dikarenakan data penerima KIS yang dianggap belum di upgrade 

oleh Badan Statistik, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai struktur 

pengorganisasian program KIS.  

 

 



 

                                                                                             

 

            



 

 

 

 



 

 

 

 



 

MOTTO 

 

                       

                        

              

“Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa[455], Maka dua orang 

yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang 

meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya 

bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami labih layak 

diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak melanggar batas, 

Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang yang Menganiaya 

diri sendiri". 

[455] Maksudnya: melakukan kecurangan dalam persaksiannya, dan hal ini 

diketahui setelah ia melakukan sumpah. 

{ Q.S Al-Maa’idah : 107 } 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah 

“Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat di Kelurahan Korpri Jaya 

Kecamatan Sukarame”. Mempertegas istilah-istilah yang terdapat pada judul 

tersebut bertujuan agar mudah dimengerti dan dipahami serta memberikan 

penjelasan dalam memahami maksud dari judul skripsi. Berikut ini adalah 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul, akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Implementasi 

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan yang 

berarti tindakan atau pelaksanaan rencana yang telahmdisusun secara 

cermatkdan rinci. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah 

perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga 

diperlukanmjaringan npelaksana berokrasif yang eefektif. Sedangkan 

menurut Pof. H. Tachjan, implementasi merupakan proses kegiatan yang 

dilakukan setelah adanya kebijakan yang sudah disetujui.
1
 

2. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

Program KIS merupakan program pemerintahmyang 

bertujuangmelakukandperluasanhdari programhBPJS Kesehatan. KIS ini 

untuk memberikanmjaminan kesehatan kepada masyarakat yang kurang 

mampu untuk mendapatkangpelayananmkesehatan secara gratis. 

                                                             
1
Edward, George C, Public Policy Implementing ( London : Jai Press Ine, 1984), h.104. 



 

Dari penegasan judul diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dalam skripsi ini yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai 

pelaksanaan program kesehatan Pemerintah (Kartu Indonesia Sehat) di UPT 

Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya.  

B. AlasannMemilihnJudul 

Judulnininbagi npenulis menarikn untukndibahasndan diteliti dengan 

alasan sebagainberikut: 

1. Program Kartu Indonesia Sehat merupakannsuatu programbyang 

dikeluarkanmoleh pemerintahh dengang tujuan untukgmemberikan 

pelayanan kesehatan kepada rmasyarakat yang ekonominya menengah 

kebawahfsecara gratis. Namun, yang terjadi di lapangan justru terdapat 

beberapa masyarakat (kurang mampu) yang mengeluh karena tidak 

mendapatkan Kartu Indonesia Sehat sehingga kebijakan program 

pelayanan kesehatan (KIS) dari pemerintah ini kurang dirasakan oleh 

mereka yang kurang mampu. Begitu juga dengan aparatur Kelurahan 

yang mengeluh karena beberapa warga tidak mampu selalu protes di 

Kelurahan karena kartu KIS yang belum mereka dapat. Maka dari itu, 

peneliti sangatktertarik untuk mengkajihsuatu permasalahan yang ada di 

Kelurahan Korpri Jaya dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaanya 

maka peneliti melakukan penelitian di UPT Puskesmas Rawat Inap 

Permata Sukarame. 

2. Dapat memberikanmilmu pengetahuanmbaginpenulismmaupun pembaca 

dan  pihak mpemerintah  khususnyampegawai di UPT Puskesmas Rawat 



 

Inap Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya dalam 

mengimplementasikan Program Kartu Indonesia Sehat  

3. Dalam npenelitiann ini penulisn memilih njudulnininkarena adanya 

relevansi dengannjurusannpenulis, yaitu Jurusan Pemikiran Politik Islam 

dimana program KIS ini merupakan suatu program pemerintah yang 

berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah. 

4. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai serta lokasi 

penelitian yang mudah di jangkau dengan sarana dan prasarana serta 

biaya yang tidak berlebihan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan dalam bidang kesehatan adalah salah satu bentuk kongkrit 

pelayanan public.
2
 Kesehatan merupakan sebuah investasi bagi Negara, hal 

ini sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi karena penduduk 

yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pembangunan 

tetapi juga meningkatkan pendapatan Negara.
3
Salah satu permasalahan 

kependudukan terbesar yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah 

permasalahan kesehatan. Masalah kesehatan masyarakat terutama di Negara-

negara berkembang seperti Indonesia didasarkan pada dua aspek utama yaitu 

aspek fisik seperti sarana kesehatan dan pengobatan penyakit, sedangkan 

                                                             
2
Moenir, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta : Bina Aksara,2000), h.26. 

3
Notoatmodjo, S, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 

h.76. 



 

yang kedua adalah aspek non fisik yaitu pelayanan.
4
 Pelayanan yang 

dimaksud adalah pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan dengan prosedur 

yang tidak berbelit-belit. Masyarakat mengharapkan kiranya pelayanan yang 

diberikan lebih baik dan tidak memandang dari sudut pandang baik status 

social maupun kelas-kelas tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, 

aparatur pemerintah sebagai perencana dan pelaksana suatu model kebijakan 

pelayanan public diharapkan mampu memberikan suatu bentuk peningkatan 

pelayanan, khususnya pada pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa hal 

yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi kebijakan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yaitu peningkatan manajemen pelayanan kepada 

masyarakat yang berbasis kemasyarakatan, memberikan jaminan kesehatan 

kepada masyarakat, dan memberikan jaminan kesehatan terpadu bagi 

masyarakat. Dalam hal ini, kinerja pemerintah sangat berperan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kinerja pemerintah dapat 

dirasakan melalui pelayanan kesehatan yang murah atau gratis, ketersediaan 

sarana dan prasarana kesehatan (pusat kesehatan masyarakat) di setiap 

desa/kelurahan.
5
 Pelayanan kesehatannmerupakan haknyang mendasar 

baginmasyarakat Indonesiandimana pelayanannyang dibutuhkan nharus 

disediakan dan dijaminnoleh PemerintahnIndonesia sebagaimanantercantum 
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dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Pasal 28nHnayatn (1) dannayatn 

(3) yangnberbunyi :
6
 

(1) “Bahwa setiapnorang berhak hidupnsejahtera, lahirndan batin, 

bertempatntinggal dannmendapatkan lingkungannhidup yangnbaik 

dan sehat sertanberhak untuknmemperolehnpelayanannkesehatan.” 

(3) “Setiap orangnberhak atas jaminannsocial yangnmemungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat” 

Jaminan kesehatannadalah jaminan berupanperlindungan kesehatannagar 

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhin kebutuhan ndasar kesehatan iyang diberikanakepada 

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

Pemerintah.
7
 

Pemerintah telaha melakukan berbagaiaupaya untukameningkatkan 

kualitas kesehatanakepada masyarakat, terutamaapada orangayangakurang 

mampu (miskin) ayaitu mulaiadari Jamkesmasadan diubahamenjadiaaskes 

yang dianggap abelum efektif aberjalan sehinggaa Pemerintah membentuk 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melaluiaBPJS Kesehatan.
8
 

Namunaternyata programaJKN juga dianggapabelum berjalanaefektif 

dikarenakanabanyaknya masyarakatayang tidakamampu terutamaagolongan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)ayang tidakaterdaftar 

dalam Program JKN. Kemudian tanggal 3 November 2014 presidenaJoko 
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Widodoamengeluarkan programakesehatan lain yangabernama Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) dimana KIS ini merupakanakartu yangaberfungsi 

untukamemberikan jaminanakesehatan kepada masyarakatayang kurang 

mampuauntuk mendapatkanapelayanan kesehatanasecara gratis. BPJS dan 

KIS sendiriasama-sama programakesehatan dari pemerintah, namunaada 

yang membedakanaantara kedua programaini yaitu jika BPJSamerupakan 

sebuahaprogram yangaanggotanya harusamendaftar dan membayaraiuran, 

sedangkan KIS aanggotanya diambiladari masyarakatayang tidak mampu 

dan pemberian mkartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran 

iurannya ditanggungaolehapemerintah.
9
 

Namun, jika dilihat dari kondisi lapangan khususnya di Kelurahan 

Korpri Jaya, justru terdapat beberapa masyarakat yang tergolong kurang 

mampu (miskin) mengeluh karena tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat 

sebagai program pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Ibu Ngatemi, 

masyarakat mengeluh dikarenakan program KIS ini kebanyakan didapatkan 

oleh masyarakat yang tergolong ekonominya menengah keatas sedangkan 

jika dilihat dari sasaran program KIS ini seharusnya didistribusikan kepada 

mereka yang kurang mampu. Sehingga program KIS ini kurang dirasakan 

oleh mereka yang ekonominya menengah ke bawah.
10

 Begitu juga pendapat 

dari aparatur Kelurahan Korpri Jaya yaitu Ibu Yusfiati sebagai pengurus 
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 Ibu Ngatemi, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Bandar Lampung,  2 

Januari 2020. 



 

program KIS yang mengeluh karena sering mendapatkan komentar negative 

dari masyarakat mengenai pendistribusian KIS, sedangkan mereka sebagai 

aparatur pemerintahan hanya mendistribusikan KIS sesuai dengan data yang 

diterima dari pemerintah pusat.
11

 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka npenulisntertariknuntuk 

mengkaji dan meneliti suatunpermasalahan yang ada dinKelurahan Korpri 

Jaya Kecamatan Sukarame. Dan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

dari program KIS ini, maka peneliti melakukan penelitian di UPT 

Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dapat dilihat dari identifikasi masalah dan batasan 

masalah. Berikut uraiannya yaitu antaralain : 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah yaitu terdapat beberapa masyarakat (kurang mampu) di 

lingkungan Kelurahan Korpri Jaya yang mengeluh karena tidak 

mendapatkan Kartu Indonesia Sehat, begitu juga dengan pihak Kelurahan 

yang mengeluh karena mendapatkan komentar negatif dari warga kurang 

mampu yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. 

2. Batasan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar masalah tidak terlalu 

luas dan tidak menyimpang serta lebih terarah dan tujuan dapat tercapai. 

Dalam masalah ini peneliti memberikan batasan yaitu pada pembagian 

kartu KIS di Kelurahan Korpri Jaya dan implementasi dalam pelaksanaan 

kebijakan program KIS di UPT Puskesmas Rawat Inap Permata 

Sukarame. 

E. RumusannMasalah 

Berdasarkannlatarnbelakangnmasalah ndiatasnmaka rumusan masalah 

yangndi angkat dalamnpenelitianniniaadalah: 

1. Bagaimana proses penyusunan dan pengorganisasian rencana 

program KIS oleh Pemerintah di UPT Puskesmas Rawat Inap 

Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya? 

2. Bagaimana pelaksanaan program KIS di UPT Puskesmas Rawat Inap 

Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya?  

F. TujuanaPenelitian 

Sesuai adengan arumusan permasalahan ayang atelah diuraikan 

penyusunan dan pengorganisasiann sebelumnya, maka tujuan dari 

penelitianainiaadalahasebagaiaberikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan dan 

pengorganisasian rencana program KIS oleh pemerintah di UPT 

Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program KIS di UPT 

Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya 



 

G. ManfaataPenelitian 

Adapunamanfaatapenelitianaini adalahasebagaiaberikut : 

1.  Penelitian ini sebagai kajian ilmiah yang meneliti tentang implementasi 

kebijakan program KIS diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran untuk menjawab suatu permasalahan dan mendukung 

pelaksanaan program KIS yang ada di UPT Puskesmas Rawat Inap 

Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya. 

2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala akademik yang 

menjadi bahan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar dapat 

melaksanakan program KIS sesuai dengan aturan pelaksanaan. 

H. Metode Penelitian 

Menurut Narbuko dan Abu Achmadi, metode adalah cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama 

untuk mencapai tujuan.
12

 Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian 

adalah usahaa menemukan, mengembangkana dan mengujiasuatu 

pengetahuan usaha-usahaa yang dilakukanadengan cara amenggunakan 

ametodeailmiah. 

Berdasarkanapengertian diatas, makaadapat disimpulkanabahwa metode 

penelitian merupakan cara memaparkan secara teknis mengenai metode-

metode yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan metode yang tepat 

dan benar diharapkan peneliti dapat mengantarkan kepada analisis terhadap 
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masalah-masalah yang dijadikan tema proposal secara kritis.
13

 

Adapunametode yang digunakanaoleh peneliti yaitu sebagaiaberikut : 

1. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat 

tentang fakta-fakta serta sifat-sifat populasi dan pada objek tertentu. 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai susunan 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

baik secara lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.
14

 

2. JenisaPenelitian danaSifataPenelitian 

Adapunajenisadanasifat dari penelitianaini adalah sebagai berikut : 

a. JenisaPenelitian 

Dilihat dariatempat pelaksanaannya, penelitianaini merupakan 

penelitian lapangan (Field Research) yaituapenelitian yangabertujuan 

untuk mempelajariasecara intensifatentang latarabelakang kondisi 

lapanganadan interaksi lingkunganasuatu kelompokasocial, individu, 

lembaga aataua masyarakat.
15

 Dalam prosesnya, penelitian ini 

mengangkatadata, informasi,adan permasalahanayang ada di lapangan 

terkait pelaksanaan kebijakan progamaKIS di UPT Puskesmas Rawat 

Inap Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya. 
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b. Sifat Penelitian 

Penelitiana inia bersifata deskriptifa yang abertujuana untuk 

mendeskripsikan dan menjelaskanasuatu hal sepertiakondisi yangaada 

di lapangan. Dalam hal yang berkaitanadengan penelitian iniaadalah 

menggambarkanatentang pelaksanaan kebijakanaProgram KIS di UPT 

Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame KelurahanaKorpri Jaya. 

Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data 

untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut 

berasal dari misalnya naskah wawancara, catatan lapangan, catatan 

atau memo dan dokumen resmi.
16

 

3. SumberaData 

Sumberadataayang penulisagunakanadalamapenelitianaini adaadua 

sumber dataayaitu dataaprimer dan dataasekunder. Berikut uraian 

penjelasannya : 

a. DataaPrimer 

Dataaprimeraadalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam 

penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling 

dimana dalam teknik ini penentuan sampel didasarkan pada ciri-ciri 

atau sifat-sifat yang ditentukan oleh peneliti.  Jumlah populasi yaitu 

warga penerima KIS sebanyak 124 orang yang kemudian diambil  10% 

dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel, jadi  responden 
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berjumlah 12 orang. Selanjutnya ditambah dengan 1 orang yaitu 

perwakilan dari Kelurahan Korpri Jaya dan 1 orang perwakilan  dari 

UPT Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame sebagai informan. 

Berikut data informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Ibu Yusfiati selaku Aparatur Kelurahan bagian KASI Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

2. Bapak Susongko selaku KA SUBBAG Tata Usaha UPT Puskesmas 

Rawat Inap Permata Sukarame 

3. Ibu Ngatemi selaku warga penerima KIS  

4. Bapak Syarifuddin selaku warga penerima KIS 

5. Bapak Jumakir selaku warga penerima KIS 

6. Bapak Angga Dyaswara selaku warga penerima KIS 

7. Bapak Rismidar selaku warga penerima KIS 

8. Ibu Sulasmi selaku warga penerima KIS 

9. Bapak Teki Sinatria selaku warga penerima KIS 

10 Bapak Peri Susanto selaku warga penerima KIS 

11. Ibu Nurhasanah selaku warga penerima KIS 

12. Bapak Hartono selaku warga penerima KIS 

13. Ibu Septa Komala Dewi selaku warga penerima KIS 

14. Bapak Andi Rusmana selaku warga penerima KI 

b. Data Sekunder 

Data sekunderaadalah dataayang sudah jadiaatau yangasudah 

dipublikasikanauntuk umuma oleh instansia atau lembagaayang 



 

mengumpulkan, amengolah, adan menyajikan. Data sekunder disebut 

jugaa dengan  data tersedia. Data asekunder merupakana dataa 

pelengkapadariadata primer yangadiperoleh dari buku-buku, literatur, 

karya-karya, dan dokumentasi terkait objek penelitian serta data-data 

arsip mengenai Program KIS di UPT Puskesmas Rawat Inap Permata 

Sukarame Kelurahan Korpri Jaya. 

4. Partisipan dan Tempat Penelitian 

a. Partisipan 

Partisipan merupakan seseorang yang ikut serta pada penelitian 

skripsi ini. Partisipan terkait pada informan atau aktor yang akan di 

interview atau wawancara. Adapun teknik pengambilan informan 

dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling 

dimana penetapan sampel atau informan diambil dari beberapa 

populasi dimana populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini peneliti menetapkan 2 informan 

dan 12 responden dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan di dalam 

data primer. 

b. Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Korpri Jaya dan UPT 

Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame. 

 



 

5. Metode Pengumpulan Data 

Setelahadataatersebutadiolah, kemudiana dapat dianalisisadengan 

menggunakanacara berfikirainduktif, yaituaberangkat dari fakta-faktaaatau 

peristiwa-peristiwaayang kongkritakemudian dapataditarikakesimpulan 

yang bersifatakhusus. Dalam usahaamenghimpun dataadari lokasi 

penelitianamaka penulisamenggunakanabeberapa metodeayaitu sebagai 

berikut: 

a. Metode Observasin 

Metode observasiamerupakan suatu penelitianayang dilakukan 

melaluiapengamatan dengan sengaja sistematis amengenai fenomena 

social dan gejala-gejalaapsikis untukadilakukan pencatatan. Melalui 

observasi, penelitian skripsi dapat mendapatkan banyak data dengan 

cara mempelajari serta memahami tingkah laku secara langsung. 

Melalui teknik observasi, penulis ikut turun kelapangan guna 

mendapatkan sebuah data baik data primer maupun sekunder serta 

dapat melihat langsung reaksi dari informan. Dalam penelitian ini, 

penulis melihat secara langsung data-data program KIS yang ada di 

Kelurahan Korpri Jaya dan melihat langsung pelaksanaannya di UPT 

Puskesmas Kelurahan Korpri Jaya Sukarame. 

b. Metode Wawancara 

Wawancaranadalah tekniknpengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsungnoleh pewancara kepada responden, dan jawaban-

jawabannrespondenndicatat atau direkam. Penelitiannini akan 



 

mengambiln data primer dari wawancaranyang dilakukan terhadap 

beberapa informan yang dianggapn paham ndannjelas mengenai 

masalah yangaditeliti. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu 

menyusun pedoman wawancara. 

c. Metode Dokumentasi  

Metodea dokumentasia adalaha caraa mengumpulkanadata melalui 

peninggalan tertulis berupaaarsip-arsipadanajugaabuku-buku tentang 

pendapat, teoriadaliladanahukum-hukumayang berhubungan dengana 

masalah penelitian. Terkaitadengan dokumentasiayang diperolehadari 

penelitian untuk memastikan dengan fakta berupa data-

dataaterkaitapelaksanaan Program KISadi Kelurahan Korpri Jaya dan 

di UPT Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame. Kemudian akan 

diperkuat dengan fakta-fakta tertentu seperti photo-photo saat 

melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan dalam 

data primer terkait pelaksanaan program KIS. 

6. Metode Analisa Data 

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka dilakukan 

analisis data dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari 

data, menelaah dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian 

dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta 

menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar 

peneliti  untuk  membuat  kesimpulan.   



 

Boghan dalam Sugiono mendefinisikan bahwa analisis data adalah 

suatu proses pencarian atau penyusunan secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara langsung, catatan lapangan serta bahan 

lainnya, sehingga sangat mudah dipahami dan penemuannya bisa di 

informasikan kepada orang lain. 
17

Menurut Miles dan Huberman terdapat 

beberapa langkah yang harus dilalui dalam melakukan analisis data yaitu 

sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data 

Setelah langkah pertama selesai, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data dalam penelitian dengan teks yang bersifat naratif 

sehingga memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja, selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
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kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh-bukti-

bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. 

7. Pemeriksa Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data penelitian, peneliti perlu menjelaskan 

strategi yang digunakan. Berikut strategi yang peneliti gunakan untuk 

memeriksa keabsahan data : 

Tringulasi data bertujuan untuk memperoleh data yang dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan. Untuk 

menganalisis dan memeriksa keabsahan data, teknik yang digunakan 

adalah teknik tringulasi sumber data. Teknit tringulasi sumber data 

dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam 

metode kualitatif yang dilakukan. Hal ini dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi, 

membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi, dan 

sebagainya.
18

 

Dalam penelitian ini, teknik tringulasi data  dilakukan dengan 

membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek 

peneliti yang satu dengan yang lain terkait implementasi program KIS di 

UPT Puskesmas Rawat Inap Permata Sukarame Kelurahan Korpri Jaya 
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BAB II 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KIS 

A. Kebijakan Publik 

Kebijakan public merupakan aturan-aturan dan bagian dari keputusan 

politik yang mengikat orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis 

besar yang dibuat oleh pemegang otoritas public yaitu menerima mandate 

dari public atau orang banyak setelah melalui proses pemilihan yang berlaku 

sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi. 

Manurut Robert Eyestone, secara luas kebijakan public dapat 

didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan 

lingkungannya. Sedangkan Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan 

public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau 

tidak dilakukan. Kemudian James Anderson mendefinisikan kebijakan 

public merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan 

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau 

suatu persoalan.  

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa kebijakan public adalah suatu arahan 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk 

menggerakkan seluruh sector atau perangkat pemerintah dan menciptakan 

perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. 

Adapun sebuah kebijakan mempunyai tahap-tahap. William Dunn 



 

mengemukakan tahap-tahap kebijakan public yaitu antaralain sebagai 

berikut : 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda public. Sebenarnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih 

dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan. Masing-

masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang 

diambil untuk menyelesaikan masalah. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus 

antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang memobilisasi sumber daya financial dan manusia. Pada tahap ini 

berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi 



 

kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implement), namun 

beberapa yang lain mungkin akan ditentang pelaksana. 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan  

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah 

mampu menyelesaikan masalah. 

B. Konsep Implementasi Kebijakan 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

 Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, mempelajari 

implementasi kebijakan sebagai suatu konsep akan dapat memberikan 

kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan. 

Implementasi kebijakan public merupakan salah satu aktivitas dalam 

proses kebijakan public yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu 

bersentuhan dengan kepentingan public serta diterima oleh public.
19

 

 Implementasi dalam artian luas sebagai alat administrasi hokum 

dimana berbagai system, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraihtujuan yang 

diinginkan.
20

 Pressman dan Wildasvky mengartikan implementasi 

sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana 

tindakan dalam mencapai tujuan atau kemampuan untuk 

                                                             
19 Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo”.  Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No. 1 ( diakses pada 

Maret 2010), h.55. 
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 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: Puslit KP2W Lemit UNPAD, 

2006), h. 27 



 

menggabungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan 

cara untuk mencapainya. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn, 

implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu atau perjabat suatu kelompok pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu mencakup usaha-usaha untuk mengubah 

keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam 

kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha 

untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan 

oleh keputusan-keputusan. Menurut Van Mete dan Van Horn ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkkan tipologi 

kebijakan public yaitu : pertama, kemungkinan implementasi yang 

efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang 

dipertimbangkan. Kedua, factor-faktor tertentu yang mendorong realisasi 

atau non realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe 

kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu 

implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal diperlukan 

dan consensus tujuan tinggi, begitu juga sebaliknya bila perubahan besar 

ditetakan dan consensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang 

efektif akan sangat diragukan.
21
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 Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

dapat diartikan sebagai proses dari kebijakan yang telah dirumuskan 

sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian implementasi merupakan tahap yang sangat 

menentukan di dalam proses kebijakan karena melalui tahap ini 

keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat 

keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 

2. Model-Model Implementasi Kebijakan 

 Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi 

kebijakan public yang lazim dipergunakan. Pada prinsipnya terdapat dua 

jenis teknis atau model implementasi kebijakan. Pertama adalah 

implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (top-bottom) 

versus “dari bawah ke atas” (bottom-topper), dan implementasi yang 

berpola paksa (command-and-control) dan mekanisme pasar (economic 

incentive). Namun secara umum, model implementasi kebijakan yang 

dikemukakan para ahli dipandang lazim yaitu model top-down dan 

bottom-up. Model top-down berupa pola yang dikerjakan oleh 

pemerintah untuk rakyat dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. 

Sebaliknya model bottom-up bermaksa meski kebijakan dilihat oleh 

pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Diantara keduanya ada 



 

interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat. Berikut 

adalah beberapa model implementasi yaitu :
22

 

a. Model Implementasi Merille S. Grindle 

 Merille S.Grindle mengemukakan bahwa implementasi kebijakan 

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide 

dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan kemudian 

implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh implementability. 

Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat 

dari dua hal yaitu : 

1) Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah  

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) 

dengan merujuk pada aksi kebijakannya. 

2. Apakah tujuan kebijkan tercapai. Dimensi ini diukur dengan 

melihat dua factor yaitu : 

3.Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan 

kelompok. 

4.Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran 

dan perubahan yang terjadi. 

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh 

tingkat implementasi kebijakan itu sendiri yaitu antara lain : 
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1) Content of Policy menurut Grindle : 

a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Indikator ini 

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanannya pasti 

melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana 

kepenntingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh 

terhadap implementasinya. 

b) Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada point ini berupaya 

untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu 

kebijakan haurs terdapat beberapa jenis manfaat yang 

menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dalam 

mengimplementasikan kebijakan yang hendak dilaksanakan. 

c) Derajat perubahan yang ingin dicapai. Pada point ini 

dijelaskan bahwa seberapa bear perubahan yang hendak 

dicapa melalui suatu implementasi kebijakan. 

d) Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam 

suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada point ini harus 

dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan yang hendak diimplementasikan. 

e) Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau 

program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan 

yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. 



 

f) Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu 

kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang 

mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

2) Context of Policy menurut Grindle : 

a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor 

yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan 

kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta 

strategi yang digunakan oleh para aktor untuk memperlancar 

jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.  

b) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan 

dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh 

terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin 

dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan. 

c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain 

yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan 

adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang 

hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauh mana 

kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu 

kebijakan. 

 

 

 



 

b. Model Implementasi George C. Edward III 

 Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, 

ada 4 faktor yag berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan 

implementasi suatu kebijakan yaitu antaralain sebagai berikut : 

1) Sumber Daya 

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam 

implementasi kebijakan karena bagaimanapun dibuthkan kejelasan 

dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana 

kebijakan.  

2) Komunikasi 

Komunikasi merupakan factor yang dianggap sangat penting 

karena menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan komuniaksi yang baik 

maka implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. 

3) Disposisi 

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk 

mengimplementasikan kebijakan. Menurut Edward III, jika 

implementasi suatu kebijakan ingin berhasil secara efektif dan 

efisien, maka para implementator tidak hanya mengetahui apa yang 

harus mereka lakukan tetapi juga harus memiliki kemauan untuk  

mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

 

 



 

4) Struktur Birokrasi 

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan 

jelas melakukan korrdinasi yang baik. 

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat 

mendongkrak kinerja stukrut birokrasi kea rah yang lebih baik yaitu 

antara lain sebagai berikut : 

1) Standard Operating Prosedures adalah suatu kegiatan rutin yang 

memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. 

2) Fragmentasi yaitu upaya penyebaran tenggung jawab kegiatan-

kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. 

c. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier 

 Model implementasi Mazmanian dan Sabatier dikenal dengan 

Kerangka Analisis Implementasi. Proses implementasi kebijakan 

menurut Mazmanian dan Sabatier ada 3 variabel yaitu antaralain 

sebagai berikut : 

1)   Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan 

yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis 

pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang 

dikehendaki. 



 

2)  Variabel Intervening, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk 

menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan 

dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan 

alokasi sumber data, keterpaduan hirarkis diantara lembaga 

pelaksana, aturan pelaksna dari lembaga pelaksana, dan perekrutan 

pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. 

3) Variabel Dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi 

dengan lima tahapan (pemahaman dari lembaga atau badan 

pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, 

kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut 

dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang sibuat 

dan dilaksanakan tersebut). 

d.  Model Implementasi Van Meter dan Van Horn 

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn 

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier 

dari kebijakan public, implementator, dan kinerja kebijakan public. 

Beberapa variable yang dimasukkan sebagai vatiabel yang 

mempengaruhi kebijakan public adalah variable : 

1. Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 

keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari 

kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di 

level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan 



 

kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk 

dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan 

kebijakan public sehingga titik yang dapat dikatakan berhasil 

2. Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijkan sangat tergantung 

dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam 

menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-

tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetisi dan 

kepabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka sangat sulit 

untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber 

daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya 

financial das umber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika 

sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia 

sedangkan pencairan dana melalui anggaran tidak tersedia, maka 

menjadi persoalan pelik untuk menrealisasikan apa yang hendak 

dituju oleh kebijakan public tersebut.  

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal 

dan organisasi non formal yang akan terlihat 



 

pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat banyak 

dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta cocok dengan para 

pelaksananya. 

4. Komunikasi antar organisasi aktivitas pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan public. Semakin baik komunikasi dan 

koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses 

implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat 

kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 

Hal lain yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi kebijakan public dalam perspektif yang 

ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana 

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan 

public yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan 

politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari 

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 

upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus 

memperhatikan kekondusif lingkungan eksternal. Van Meter 

dan Van Horn juga mengajukan hipotesis bahwa lingkungan 

ekonomi, sosial, dan politik dari yuridiksi atau organisasi 

pelaksana akan mempengaruhi karakter badan-badan pelaksana, 

kecenderungakecenderungan pelaksana dan pencapaian itu 



 

sendiri. Van Meter dan Van Horn lebih lanjut menyatakan 

bahwa kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para 

pelaksana suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan-pilihan 

pribadi mereka tentang kebijakan itu. Dengan kata lain, kondisi-

kondisi lingkungan mungkin memperbesar membatasi 

pencapaian, sekalipun kecenderungan-kecenderungan para 

pelaksana dan kekuatan-kekuatan lain dalam model ini juga 

mempunyai pengaruh terhadap implementasi program. 

6. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan 

sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja 

implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi 

oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil 

formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan 

permasalahan yang mereka rasakan. Melainkan kebijakan yang 

akan implementor laksanakan adalah dari atas ke bawah (top 

down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak 

mengetahui (bahkan tidak mampi meyentuh) kebutuhan, 

keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi dari 

Merille S.Grindle dengan tujuan dijadikan pedoman peneliti dalam 

melakukan sebuah penelitian agar mempermudah mendapatkan data baik 

berupa data wawancara, observasi, maupun dokumentasi. 



 

C. Program KIS 

1. Sejarah Program KIS 

 Badan kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan bahwa kesehatan 

merupakan investasi, hak, dan kewajiban setiap manusia sebagai 

masyarakat dunia, dimana kutipan tersebut tertuang dalam Pasal 28 ayat 

(3) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

yang disingkat dengan UUK, menetapkan bahwa setiap orang berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, setiap individu, 

keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap 

kesehatannya dan setiap Negara bertanggung jawab untuk mengatur 

pelaksanaannya agar terpenuhi hak hidup sehat bagi setiap penduduknya 

termasuk untuk masyarakat miskin dan yang tidak mampu.  

 Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk 

pelayanan yang paling banyak di butuhkan oleh masyarakat. Maka dari 

itu, bentuk pelaksanaan kesehatan di Indonesia sangat penting untuk 

dilaksanakan dengan tujuan agar mampu meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga 

mampu mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia 

dalam perwujudan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 

Pada tanggal 3 November 2014 Presiden Joko Widodo 

mengeluarkan suatu 3 program yaitu KIS, KIP, dan KKS. KIS adalah 

salah satu program Presiden Joko Widodo yang telah direncanakan sejak 



 

masa kampanye.
23

 Saat itu, kehadiran KIS memang banyak membuat 

orang bingung karena pada saat KIS diluncurkan, sudah ada program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). KIS merupakan kartu yang 

memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
24

 KIS 

dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan dimana perbedaan 

utamanya Nampak dengan jelas pada sasaran atau orang yang 

menerimanya. Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya 

harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil 

dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan 

oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. 

Adapun perbedaan lain antara BPJS dengan KIS yaitu sebagai berikut :
25

 

a. KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi 

masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan 

atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan 

kesehatan tersebut. 

b. KIS hanya diperuntukkan bagi seseorang yang dimana kondisi 

ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan 
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kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik 

yang mampu atau yang tidak mampu. 

c. Pemakaian KIS dapat dilakukan dimana saja baik di klinik, 

puskesmas atau rumah sakit mana pun yang ada dimana saja. 

Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas 

yang telah didaftarkan saja. 

d. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja tetapi juga 

dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan 

penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan 

peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat. 

e. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsisi 

dari pemerintah, seangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk 

membayar iuran setiap bulannya  dengan jumlah yang telah 

ditentukan. 

KIS merupakan perluasan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Apabila ada sebuah keluarga 

pemegang kartu KIS, dia sudah termasuk peserta BPJS Kesehatan. KIS 

ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu yang seharusnya masuk 

peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan. Adanya 

kartu KIS karena masih banyak masyarakat miskin yang belum 

mempunyai kartu BPJS sehingga dengan ini diharapkan semua 

masyarakat bisa menikmati akses kesehatan dengan mudah. Dengan KIS 

ini juga diharapkan semua pihak tidak ada lagi diskriminasi dalam 



 

penanganan kesehatan. Pendistribusian akan dibantu oleh PT Pos 

Indonesia dan perbankan nasional yaitu Bank Mandiri.    

 Sebagaimana tercantum dalam Kontitusi NKRI yaitu UUD 1945 

pasal 34 ayat (2) mengamanatkan bahwa : 

“Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan“ 

Berdasarkan landasan konstitusi tersebut, maka Presiden Joko Widodo 

melalui Nawacita mengeluarkan Program Kartu Indonesia Sehat yang 

diperuntukkan untuk masyarakat yang tergolong di dalam kategori 

miskin atau kurang mampu. Jika melihat ide dasar Kartu Indonesia 

Sehat, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa KIS dengan BPJS 

Kesehatan tidak bisa dipertentangkan karena ini satu kesatuan sistematik 

dimana KIS merupakan kartu peserta Jaminan Kesehatan yang berlaku 

secara nasional dalam kerangka SJSN. Sehingga semua penduduk wajib 

menjadi peserta dengan membayar iuran, namun bagi warga miskin atau 

kurang mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah. Secara regulative, 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) berkaitan dan sejalan dengan amanat : 

a. Pasal 15 ayat (1) UU No. 40/2004 tentang SJSN bahwa “Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor 

identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota 

keluarganya”.
26

 

b. Pasal 13 Huruf (a) UU No. 24/2011 tentang BPJS bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk 

“memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta”.
27
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 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Pasal 15 ayat (1). 
27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pasal 13 huruf (a). 



 

c. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 101/2011 tentang Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bahwa “ BPJS kesehatan 

wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta 

jaminan kesehatan yang telah didaftarkan oleh menteri yang 

menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”
28

 

  

Adapun peserta BPJS Kesehatan meliputi 3 jenis peserta yaitu : 

peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah 

(BPU), dan Pekerja Mandiri. Pada dasarnya KIS dan BPJS PBI 

memiliki sasaran yang sama yaitu memberikan keringanan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Program KIS 

merupakan bentuk penyempurna program BPJS Kesehatan PBI. Dalam 

KIS ini memiliki dua pendekatan yaitu kuantitas dan kualitas. Untuk 

pendekatan kuantitas, melalui KIS aka nada penambahan peserta PBI 

dimana saat ini tercatat dalam program JKN. Jika sebelumnya keluarga 

(PMKS) belum terdaftar dalam peserta PBI, maka dengan adanya KIS 

ini dapat discover. Untuk segi kualitas, program KIS mengintegrasikan 

layanan preventif, promotif, diagnosis.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KIS tetap dinaungi dan 

dikelola oleh BPJS Kesehatan. KIS berbeda dengan BPJS Kesehatan 

dimana KIS bebas dari biaya apapun sehingga dapat bermanfaat untuk 

memberikan pintu bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan, Pasal 8. 



 

2. Dasar Hukum KIS 

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam program KIS yaitu 

sebagai berikut :
29

 

a.  Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang System Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang 

mengamanatkan bahwa masyarakat Indonesia yang tidak mampu 

ditanggung oleh Negara. 

c. UUD 1945 Pasal 34 ayat (5) yang berbunyi fakir miskin dan anak-

anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. 

d. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 

e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 20100 0tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. 

3. Manfaat KIS 

Peserta dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program Kartu 

Indonesia Sehat. Adapun manfaat dari Program KIS adalah sebagai 

berikut : 

a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 

1) Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) 

2) Rawat inap tingkat pertama (RITP) 

b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan 
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 Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat” (On-line), tersedia di : 
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1) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) 

2) Rawat Jalan Lanjutan (spesialistik) 

3) Rawat inap Tingkat Lanjutan (RITL) di kelas III 

4) Rawat Inap Kelas Khusus (ICU/ICCU/NICU/PICU) 

c. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) 

d. Pelayanan Transportasi Rujukan 

e. Pelayanan obat Generik dan atau Formularium Obat RS 

f. Penunjang Diagnosis 

g. Pelayanan Persalinan 

h. Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif 

i. Pelayanan yang tidak ditanggung 

1) Pelayanan yang tidak sesuai prosedur 

2) Pelayanan akosmetik (scalling, bedah plastic, dll) 

3) Ketidaksuburan 

4) Medical Check up  

5) Susu formula dan makanan tambahan 

6) Pengobatan alternative (tusuk farum, dll) 

7) Pecandu narkotika 

8) Sakit akibat percobaan bunuh diri 

9) Alat bantu (kusi roda, kruk, kaca mata, gigi palsu) 

10) Khitan tanpa indikasi medis 

11) Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis 

12) Bencana alam 



 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindaria terjadinyaa kesamaan adalama penulisan 

dengan penelitian yanga ada sebelumnya, maka penulis melakukan 

penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada 

sebelumnya,aberkaitan denganapenelitian yangadilakukanaoleh penulis 

terhadap temaaskripsi yangasepadan. Berdasarkan studi kepustakaan yang 

telah penulis lakukan, adaabeberapalpenelitianayang mirip dengan tema 

penelitian baikadari buku- buku,ajurnal, makalah tulisan- tulisanm bebas, 

skripsi, tesis, dan desertasi yang penulis lakukan. 

1. Skripsi berjudul “Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di 

Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan Talang Empat 

Kabupaten Bengkulu Tengah”.Skripsi ini ditulis oleh Afritri 

Kurniawan, Jurusan IlmuaAdministrasi aNegara, FakultasaIlmu 

aSosialadan aIlmu aPolitik, UniversitasaBengkulu, tahun 2017. 

Skripsi ini membahas tentang Kepuasan Masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan terhadap programa Kartu 

IndonesiaaSehatadi aPuskesmas Perawatan Kembang Seri 

Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
30

 

2. Skripsi berjudul “Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Pada 

Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Dolok”. Skripsi ini 

ditulis oleh Danawita Sianturi, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 
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 Afitri Kurniawan, “Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas 

Perawatan Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. (Skripsi 

Sarjana Sosiologi Universitas Lampung,2017). 



 

tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang tingkat pelayanan 

kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan program KIS  di Puskesmas 

Kecamatan Dolok.
31

 

3. Skripsi berjudul “Kualitas Pelayanan Kesehatan Menurut Respon 

Pasien Yang Memiliki Dan Yang Tidak Memiliki Kartu Indonesia 

Sehat (Studi Pada Pasien di Puskesmas Desa Mulya Asri, Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Skripsi 

ini ditulis oleh Vidya Ayuningtyas, Jurusan Sosiologi, Fakultas 

aIlmu aSosiala dana Ilmu Politik, Universitasa Lampung, tahun 

2017.
32

 Skripsi ainiamembahasatentang arespon pasien antara yang 

memiliki dan yangatidakamemiliki KartuaIndonesia Sehat terhadap 

pelayanan kesehatan di Puskesmas Desa Mulya Asri. 

Pada skripsi yang peneliti susun tentunya akan berbeda dengan 

tinjauan pustaka diatas yang telah membahas mengenai program KIS. 

Dalam proposal ini, peneliti lebih fokus terhadap sasaran implementasi 

program KIS sehingga tidak akan ada kesamaan dalam isi proposal dengan 

skripsi yang telah ada dan terhindar dari plagiat. 
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